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ABSTRAK

Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bangli selama empat tahun beturut-turut mengalami
peningkatan, dari tahun 2012 sebesar 22,7 per 100.000 penduduk menjadi 558,5 per 100.000 penduduk pada tahun
2016, dikarenakan Program Pengendalian DBD belum berajalan secara maksimal diantaranya belum terbentuknya
kader jumantik dan sistem kewaspadaan dini rumah sakit yang belum berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk
evaluasi sistem surveilans DBD di Kabupaten Bangli berdasarkan penilaian input dan proses surveilans. Penelitian
ini menggunakan rancangan evaluasi pada input dan proses dengan populasi puskesmas di Kecamatan Bangli,
Tembuku, Susut, dan Dinkes Kabupaten Bangli. Sampel adalah seluruh populasi, dengan responden petugas
surveilans. Data primer hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi dan
laporan surveilans. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil dari komponen input sistem surveilans seperti tenaga,
sarana dan dana belum sesuai standar. Komponen proses seperti data surveilans masih ada yang belum dianalisis.
Penyebaran informasi melalui website dinas kesehatan juga belum dilakukan. Evaluasi surveilans berdasarkan
atribut juga belum optimal. Melalui evaluasi sistem surveilans, diharapkan memberi masukan dalam perbaikan
pengendalian DBD di Kabupaten Bangli.

Kata Kunci: Evaluasi, Surveilans, DBD

ABSTRACT

Incidence of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) has increased for four consecutive year in Bangli region. The rate
was 2012 of 22.7 per 100,000 population to 558.5 per 100,000 population in 2016. Jumantic cadres and hospitals alert
system has not established. This study aim to evaluate the DHF surveillance system in Bangli District using input
and surveillance processes. This study uses an evaluation design on inputs and processes to analise the surveillance
system in puskesmas located in sub-district Bangli, Tembuku, Susut and Bangli District Health Offices. The sample
of this study was the entire population, while the respondent was surveillance officers. Primary data sources was
from interviews and observations, while secondary data collected through documentation and monitoring reports.
Data were analyzed descriptively. Findings suggested that input components of surveillance system such as
supervision, personnel, facilities and funds do not meet the standards, while surveillance data have not been
analyzed. Dissemination of information through the health service website has not yet been carried out. Evaluation
of surveillance based on attributes is also not optimal. Through an evaluation of the surveillance system, it is
expected to provide input for the improvement of DHF supervision in Bangli Regency.

Keywords: Evaluation, Surveillance, Dengue Hemorrhagic Fever (DHF)

PENDAHULUAN sebesar 0,83%. Angka ini meningkat dari
tahun 2014 yang angka insiden kasusnya
Penyakit ~ Demam  Berdarah sebesar 39,80 per 100.000 penduduk.

Dengue (DBD) merupakan penyakit

infeksi yang ditularkan melalui gigitan Kabupaten Bangli ~merupakan

nyamuk Aedes aegypti, dimana hampir salah satu Kabupaten di Provinsi Bali

seluruh kota di Indonesia merupakan dengan jumlah kasus DBD  yang
meningkat tiap tahunnya selama empat
tahun berturut-turut, dari tahun 2012
dengan angka insiden sebesar 22,7 per
100.000 penduduk, meningkat di tahun
2013 menjadi 47,9 per 100.000 penduduk,

tahun 2014 sebesar 117,9 per 100.000

negara endemis DBD. Berdasarkan data
Profil Kesehatan Indonesia 2015 angka
insiden kasus DBD di Indonesia pada
tahun 2015 dilaporkan 50,75 per 100.000

penduduk dengan angka kematian
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penduduk, tahun 2015 sebesar 155,9 per
100.000 penduduk dan terakhir tahun 2016
sebesar 558,5 per 100.000 penduduk.

Oleh sebab itu, pelaksanaan sistem

surveilans yang sudah berjalan di
Kabupaten Bangli perlu dilakukan
evaluasi secara mendalam. Karena
surveilans  epidemilogi =~ merupakan

kegiatan yang sangat penting dalam

mendukung pengendalian dan

penanggulangan  penyakit = menular
sebagai upaya deteksi dini terhadap
kemungkinan terjadinya kejadian luar
biasa (KLB), memperoleh informasi yang
diperlukan bagi perencanaan dalam hal
pencegahan, penanggulangan maupun
pembrantasannya pada berbagai tingkat
administrasi. Sehingga peningkatan angka
insiden dan kematian karena kasus DBD
pada tahun mendatang dapat dicegah

(Depkes RI, 2004).
METODE

Rancangan penelitian ini adalah
studi evaluasi yang merupakan bagian
dari proses pembuat keputusan dengan
membandingkan suatu kejadian, kegiatan
Tabel 1. Indikator Tenaga
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dan produk dengan standar program
yang telah ditetapkan. Populasi penelitian
adalah seluruh puskesmas di Kabupaten
Bangli dan Dinas Kesehatan Kabupaten
adalah

puskesmas di wilayah Kecamatan Bangli,

Bangli. Populasi terjangkau
Tembuku, Susut dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangli. Sampel adalah total
populasi dengan responden petugas
surveilans di masing-masing puskesmas
di Kecamatan Bangli, Tembuku, Susut dan
Staf

Kabupaten Bangli. Data yang digunakan

Surveilans  Dinas  Kesehatan
dalam penelitian ini adalah data primer
dan sekunder. Data primer diperoleh
dengan wawancara dan observasi. Data
sekunder diperoleh dari dokumentasi
surveilans.  Data

laporan  program

dianalisis secara deskriptif.
HASIL

Input

a. Tenaga

Indikator tenaga surveilans puskesmas
berdasarkan KMK No. 1116 Tahun 2003
hasil terstruktur
diperoleh hasil sebagai berikut :

melalui wawancara

Item Standar Tenaga Total

Sesuai Tidak Sesuai
Jumlah petugas 1 (16,67%) 5 (83,33%) 6 (100%)
Kualifikasi pendidikan 0 (0%) 6 (100%) 6 (100%)
Tidak rangkap jabatan/ tugas 2 (33,33%) 4 (66,67%) 6 (100%)
Pelatihan 0 (0%) 6 (100%) 6 (100%)
Untuk tenaga surveilans di Dinas mendapat pelatihan khusus tentang

Kesehatan Kabupaten Bangli dari segi
jumlah tenaga dan kualifikasi pendidikan
masih

masih belum sesuai, petugas

rangkap jabatan dan belum pernah
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b. Sarana indikator KMK No. 1116 Tahun 2003

Indikator sarana pendukung kegiatan adalah sebagai berikut :

surveilans ~ puskesmas  berdasarkan

Tabel 2. Indikator Sarana

Item Standar Sarana Pendukungan Total
Sesuai Tidak

Komputer dan 4 (66,67%) 2 (33,3%) 6 (100%

perlengkapannya

Komunikasi 3 (50%) 3 (50%) 6 (100%)

Referensi surveilans 0 (0%) 6 (100%) 6 (100%)

Pedoman pelaksanaan 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%)

surveilans

Formulir perekaman data 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%)

surveilans

Sarana transportasi 0 (0%) 6 (100%) 6 (100%)

Untuk sarana pendukung kegiatan c. Dana

surveilans di Dinas Kesehatan Kabupten Pendanaan kegiatan surveilans di

Bangli hanya satu indikator yang belum puskesmas dari hasil wawancara dan

sesuai yaitu belum tersedianya referensi studi dokumentasi adalah sebagai berikut

surveilans DBD.

Tabel 3. Pembiayaan Kegiatan Surveilans

Item Sesuai Tidak Total
Dana untuk kegiatan 4 (66,67 %) 2 (33,33%) 6 (100%)
surveilans DBD

Kecukupan dana 4 (66,67%) 2 (33,3%) 6 (100%)
Di Dinas Kesehatan tersedia dana tapi d. Sumber Data

tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan Dari hasil wawancara dengan petugas

surveilans secara optimal. . )
p surveilans di puskesmas, sumber data

laporan surveilans adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Sumber Data Laporan Surveilans

Item Laporan Total
Ada Tidak
Puskesmas Pembantu 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%)
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Rumah Sakit 3 (50%) 3 (50%) 6 (100%)
Klinik/ dokter praktek 0 (0%) 6 (100%) 6 (100%)
Kunjungan puskesmas 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%)
Survei langsung 1 (16,67%) 5 (83,33%) 6 (100%)
Masyarakat 1 5 6 (100%)
Laporan surveilans Dinas Kesehatan e. Frekuensi Pengumpulan Data

bersumber hanya dari laporan surveilans

puskesmas.

Dari hasil wawancara dengan petugas

surveilans dipuskesmas, frekuensi
pengumpulan data dari puskesmas ke
Dinas Kesehatan Kabupaten adalah
sebagai berikut:
Tabel 5. Frekuensi Pengumpulan Data
Item Frekuensi Pelaporan Total
Melapor Tidak
Laporan mingguan 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%)
Surveilans Terpadu 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%)
Penyakit (W2)
Laporan KLB (W1) 0 (0%) 6 (100%) 6 (100%)
Proses Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
mengirim laporan surveilans ke Dinas
a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh bidan
pustu ke petugas puskesmas melalui sms
paling lambat Hari Senin, kemudian
petugas surveilans puskesmas mengirim
laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten
Bangli selambat-lambatnya Hari Selasa
melaui sms sesuai format. Laporan sms
dari petugas surveilans akan langsung
masuk ke software surveilans sehingga

mampu diakses sampai ke tingkat pusat.

Untuk laporan bulanan sesuai dengan
format dikirim oleh petugas surveilans
puskesmas ke kabupaten paling lambat

tanggal 5 pada bulan berikutnya. Petugas
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Kesehatan Propinsi selambat-lambatnya
tanggal 10 pada bulan berikutnya.

b. Kompilasi Data

Semua petugas surveilans baik di Dinas
Kesehatan maupun
hasil

observasi, sudah melakukan pengecekan

puskesmas

berdasarkan wawancara dan

data sebelum direkap dan dianalisis, serta
melakukan kompilasi data berdasarkan

tempat, orang dan waktu.
c. Interpretasi dan Analisis Data

Hasil

surveilans, data laporan surveilans diolah

wawancara dengan petugas

dan dianalisis seperti tabel berikut :



Arc. Com. Health
ISSN: 2527-3620

® Juni 2018

Tabel 6. Interpretasi dan Analisis Data
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Item Tidak Total
Data yang dimiliki selalu 5 (83,33%) 1 (16,67%) 6 (100%)
diolah
Data yang diolah disajikan 3 6 (100%)
dalam bentuk tabel/grafik/ (50%) (50%)
peta
Data yang disajikan dianalisis 1 (16,67%) 5 (83,33%) 6 (100%)
Data diolah dan dianalisis 1 (16,67%) 5 (83,33%) 6 (100%)
menurut wilayah
Interpretasi dan analisis data surveilans DISKUSI
DBD di Dinas kesehatan dilakukan mulai I
nput
dari mengolah data yang disajikan dalam
a. Tenaga
bentuk tabel, dilakukan analisis
perbandingan, dan data  dianalisis Berdasarkan standar KMK RI No.
menurut  wilayah.  Analisis  hanya 1116/SK/VIII/2003  tentang  Pedoman
Penyelenggaraan  Sistem  Surveilans

dilakukan satu tahun sekali yaitu dalam

rangka penyusunan profil kesehatan.
d. Penyebaran Informasi

Berdasarkan hasil wawancara ada satu
puskesmas atau sebesar 16,67% tidak
melakukan penyebarluasan informasi
epidemiologi, sebesar 33,33% puskesmas
tidak menyebarluaskan informasi kepada

lintas program dan lintas sektor, dan

sebesar 50% puskesmas tidak rutin
menyebarluaskan informasi 1 bulan
sekali.

Data surveilans yang ada di Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangli dilakukan
penyebarluasan informasi epidemiologi
melalui lintas program dan lintas sektor,
data
yang dilaksanakan 1 bulan sekali dan
ketika

wabah, dan petugas mengatakan tidak

yang disebarkan berupa laporan

terdapat kejadian berpotensi

ada hambatan dalam menyebarluaskan

informasi.
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Epidemiologi Kesehatan, jumlah tenaga
surveilans yang ada di puskesmas sebesar
83,33% belum mencukupi dan sebesar
66,67 %

kualifikasi pendidikan semua petugas

masih rangkap tugas serta
belum sesuai dengan standar indikator.
Tenaga yang kurang dan masih banyak
rangkap berpengaruh
yang
menyebabkan kegiatan surveilans DBD

tugas sangat

terhadap  kinerja  petugas,
tidak bisa terfokus. Sementara kualifikasi
pendidikan yang tidak sesuai standar

menyebabkan masih kurangnya tingkat

pengetahuan petugas tentang
pelaksanaan surveilans DBD. Untuk
meningkatkan  pengetahuan petugas,

perlu diberikan pelatihan khusus tentang

surveilans sehingga pelaksanaan
surveilans mampu berjalan lebih optimal.
Hal yang sama disampaikan oleh Agung
(2013) bahwa pelatihan yang dilakukan
terhadap petugas

surveilans mampu
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meningkatkan kemapuan petugas dalam
melakukan pengolahan data, analisis data

dan penyebaran informasi
b. Sarana

Sarana merupakan sumber daya yang
dapat dipergunakan untuk membantu
menyelesaikan tujuan dengan baik. Tanpa
sarana tugas dan tujuan spesifik tidak
dapat diselesaikan sebagaimana
seharusnya (Wibowo, 2007). Sedangkan
menurut Depkes RI (2003) sarana dan
prasarana merupakan salah satu faktor
pendukung terselenggaranya kegiatan
surveilans, sehingga sarana dan prasarana
tersedia, dimanfaatkan

harus dapat

dengan baik dan mudah dioperasikan.

Sarana yang ada masih kurang dan belum
memenuhi standar indikator yang telah
ditetapkan dalam KMK No. 1116 tentang

Pedoman  Penyelenggaraan  Sistem
Surveilans  Epidemiologi  Kesehatan.
Ketidaktersediaan sarana pendukung
surveilans akan menyebabkan

terhambatnya kegiatan surveilans, banyak
kegiatan spesifik yang tidak terlaksana
yang berakibat

ketidakmampuan

terhadap
dan keterlambatan
dalam penanggulangan kasus DBD. Hal
serupa disampaikan oleh Rahayu (2012)
bahwa sarana pendukung yang memadai
sangat diperlukan dalam mencapai tujuan
suatu kebijakan, karena tanpa sarana dan
prasarana kegiatan spesifik tidak bisa
dilaksanakan semestinya bahkan dapat

menimbulkan hambatan.
C. Dana

Dana yang tersedia dalam kegiatan
surveilans DBD di Kabupaten Bangli
lebih  banyak

masih kurang, dana
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untuk

infrastruktur dan pengadaan alat teknis.

dialokasikan pembangunan

Kondisi ini menyebabkan kegiatan
surveilans tidak dapat berjalan secara
optimal yaitu kegiatan surveilans sesuai
dengan pedoman tidak dapat dijalankan.
Kegiatan pelacakan kasus ke lapangan
masih belum optimal dan kegiatan PSN
belum menyeluruh karena PSN dilakukan

oleh petugas kesehatan tanpa melibatkan

kader. Ini dikarenakan belum
terbentuknya kader jumantik yang
disebabkan terbatasnya anggaran.

Padahal tersedianya dana yang memadai
sangatlah penting dalam mendukung
suksesnya  pembangunan  kesehatan
2006). Hal vyang
disampaikan oleh Rahayu (2012) tidak
tersedianya dana yang cukup dapat
tidak

pelaksanaan kegiatan.

(Sukarna, sama

menyebabkan maksimalnya

d. Sumber Data

Sumber data yang paling berperan dalam
kegiatan surveilans DBD di puskesmas
adalah data dari puskesmas pembantu
dan surveilans langsung ke desa.
tidak

dilakukan ke semua desa karena masih

Surveilans  langsung dapat
kurangnya tenaga dan sarana pendukung.
Untuk Dinas

Bangli, sumber data yang penting adalah

Kesehatan Kabupaten

Puskesmas dan jaringannya serta rumah
sakit. Namun surveilans rumah sakit atau
Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS)
di Kabupaten Bangli belum berjalan baik
rumah sakit pemerintah maupun swasta,
sehingga selama ini laporan surveilans
DBD hanya berasal dari puskesmas.
Untuk data DBD dari rumah sakit hanya
berupa

laporan bulanan. Seharusnya
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rumah sakit kabupaten/ kota berperan
dalam melaksanakan surveilans kasus
DBD di rumah sakit, mengidentifikasi
rujukan kasus DBD sebagai sumber data
surveilans DBD ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota dan melakukan kajian
epidemiologi kasus DBD dan masalah
DBD lainnya di rumah sakit (Kemenkes,
2011). Hal
Natalia (2011) bahwa laporan adanya

serupa disampaikan oleh

kasus DBD di rumah sakit harus segera

dilaporkan ke  Dinas  Kesehatan
Kabupaten/ Kota agar dapat dilakukan
tindakan pencegahan dan
penanggulangan dengan segera, yaitu
dilaporakan selama 1x24 jam setelah

penegakan diagnosis.
e. Frekuensi Pengumpulan Data

Frekuensi pengumpulan data mingguan
dan bulanan dari puskesmas ke Dinas
Kesehatan sudah sesuai dengan pedoman
sistem kewaspadaan dini dan respon,
walaupun masih ada data yang tidak
terlaporkan dari sumber data seperti
dokter praktek swasta, klinik dan rumah
sakit.

Proses

a. Pengumpulan Data

Data yang diterima dan diolah oleh sistem
surveilans masih belum lengkap seperti
data surveilans rumah sakit dan dokter
praktek swasta, klinik dan rumah sakit.
Data yang terkumpul di Dinas Kesehatan
hanya laporan surveilans dari puskesmas
dan masih ada dua puskesmas (33,3%)
yang tidak sesuai dengan batas waktu
yang disepakati dalam melaporakan data
surveilans. Keterlambatan pengiriman

laporan  menyebabkan terlambatnya

39

Vol. 5No. 1:33-42
kegiatan surveilans dari pengumpulan

data, kompilasi, analisis dan penyebaran

informasi.
b. Kompilasi Data

Data surveilans yang

Kabupaten Bangli baik di Dinas Kesehatan

terkumpul di

maupun di Puskesmas dikompilasi
berdasarkan karakteristik tempat, orang
dan waktu. Namun masih ada beberapa
puskesmas yang penyimpanan data
surveilans hanya menggunakan form, hal
ini dikarenakan tidak tersedianya sarana
untuk

surveilans dan komputer yang tersedia di

komputer  khusus kegiatan

puskesmas masih sangat kurang.
Stabilitas data yang rendah menyebabkan
kesulitan dalam memantau trend kasus
DBD dari waktu ke waktu, pemantauan
kasus tidak maksimal, dan rendahnya
kualitas data yang tersedia. Tentu saja

keadaan ini berpengaruh pada
C. Analisis dan Interpretasi Data

Data surveilans DBD Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangli dilakukan analisis
berupa analisis perbandingan, analisis
hanya dilakukan 1 tahun sekali yaitu pada
saat penyusunan profil kesehatan
untuk  data

masih

kabupaten, sedangkan

surveilans di puskesmas ada
petugas yang tidak melakukan analisis
dikarenakan beban kerja yang terlalu
tinggi. Data yang tidak dianalisis akan
menyebabkan terhambatnya penyebaran
informasi. Padahal Data yang sudah
diolah menjadi gambar lebih mudah
dipahami dan dibaca oleh semua pihak
termasuk pemegang kebijakan sehingga
untuk

keputusan melakukan

penanggulangan dapat dilaksanakan
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cepat dan tepat (Agung, 2013). Kondisi ini
menyebabkan data yang ada tidak mampu
menggambarkan masalah kesehatan yang
sebenarnya  sehingga  pengendalian
penyakit DBD tidak optimal dan
terlambatnya penanggulangan kasus.

d. Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi bisa dilakukan
dalam bentuk buletin, surat edaran,
laporan berkala, forum pertemuan dan
publikasi ilmiah (Depkes, 2004). Upaya
untuk lebih memudahkan diseminasi bisa
dilakukan dengan memanfaatkan sarana
teknologi informasi yang dapat denagn
mudah diakses.

Penyebaran informasi surveilans DBD di
Kabupaten Bangli dalam hanya dalam
bentuk  laporan  dan  lokakarya.
Penyebaran informasi lewat media
elektronik  seperti ~ website  Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangli belum
pernah dilakukan, ini dikarenakan beban
kerja petugas yang cukup tinggi.
Frekuensi waktu penyebaran ada yang
satu bulan dan ada yang tiga bulan.
Terlambatnya  penyebaran  informasi
menyebabkan terlambatnya pengendalian
penanggulangan kasus, sehingga
penyebaran dan peningkatan kasus tidak

mampu dihindari.
SIMPULAN

Evaluasi sistem surveilans DBD di
Kabupaten Bangli pada tahun 2017
berdasarkan komponen input : jumlah
tenaga  surveilans masih  kurang,
kualifikasi pendidikan petugas belum
sesuai, masih rangkap jabatan, dan tidak
pernah mengikuti pelatihan terkait
surveilans DBD. Dari segi pendanaan

Vol. 5 No. 1:33-42
belum mencukupi, sebagian tidak
menganggarkan (33,33%), dan sarana
pendukung yang terbatas. Sedangkan
frekuensi  pengumpulan data  dari
puskesmas ke Dinas Kesehatan sudah
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Evaluasi surveilans DBD berdasarkan
komponen proses adalah dari
pengumpulan data masih belum lengkap
karena masih ada sumber data yang tidak

melapor seperti rumah sakit dan klinik.
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